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Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.   AHMAD MASROHAN, S,Ag.              :   Ketua Badan pembentukan peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2.    PATEMO                                                 :    Ketua    Gabungan    Komisi    11    Dan

Komisi       Ill       D PRD       Kabupaten
B anyuwangi       Atas       Pembahasan
Rancangan       Peraturan       Daerah
Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila
S elanj utnya          disebut          PI HAK
PBRTARA.

3.   AANGMUSLIMINS,SH.,MH            :    Kepala       Bagian       Hukum       Setda

Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini
bertindak   untuk   dan   atas   mama
Pemerintah       Daerah       Kabupaten
Banyuwangi yang beralamat di JL. A.
Yani     nomor      loo      Banyuwangi,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagal PARA PIHAK.
Menyatakan Bahwa :
1.  PARA PIHAK dapat menerima dengan baik hasil  Fasilitasi oleh  Gubemur

Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Ideologi
Pancasfla.

2.   PARA   PIHAK   telah   membahas   dan   menyetujui   Penyempumaan   atas
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
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Banyuwangi, 010ktober 2025

KETUA BAPEMPERDA

NIP.19771006 2002121004

KETUA GABUNGAN
KOMISI 11 DAN KOMISI Ill

atas Pembahasan Raperda Tentangpe"ha&anas

PATEMO
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BUPATI BAHYIJWANGI
PROVINSI dAWA TIMUR

ENCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR ..... TAHUN 2024
TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang    :   a.   bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi,  dasar  negara  dan
falsafah hidup bangsa,  sumber hukum negara, wajib
dihayati, diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan
bermasyarakat,    berbangsa   dan   bemegara   untuk
mewujudkan    tujuan    negara    sebagaimana    yalig
diamanatkan    dalam    Pembukaan    Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   bahwa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila perlu
dilakukan    pembinaan    ideologi    Pancasila    secara
terencana, sistematis dan massif kepada masyarakat;

c.   bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan salah
satu   urusan   pemerintahan   umum   yang   menjadi
kewenangari daerah sesuai ketentuan dalam  Pasal 25
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014,    perlu
p enegasan          kewenangan          daerah          dalam
menyelenggarakan pembinaari ideologi Pancasila;

d.   bahwa    berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan  Peraturan   Daerah  tentang  pembinaan
ldeologi Pancasila;

Mengingat       :    1.   Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang   Nomor    12    tahun    1950    tentang
Pemb entukan-         Pembentukan         Daerah-Daerah
Kabupaten    di    lingfungan    Provinsi   Jawa   Tilnur
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1950
Nomor   41)   sebagalmana   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  tahun  1965  Nomor  19  (Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
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3.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan    Nasional    (I,embaran    Negara   Repub]ik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4.   Undang-Undang   Nomor    12    Tahun   2011    tentang
Pemb entukan        Peraturan        Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor  `82,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5234)   sebagalmana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan  Kedua  Alas  Undang-  Undang  Nomor  12
Tahun     2011     tentang     Pembentukan     Peraturan
Perundang-undangan    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2022    Nomor    143,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

5.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021  tentang
Standar    Nasional    Pendidihan    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6676)
sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021
tentang   Standar   Nasional    Pendidikan    (I.embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  14,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6762) ;

7.   Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   87
Tahun  2017  tetang  Penguatan  Pendidikan  Karakter,
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor 195);

8.   Keputusan   Presiden   Republik  Indonesia  Nomor  24
Tahun 2016 tetang Hard lahir Pancasila;

9.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukari Produk
Hukum  Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015  Nomor 2036)  sebagainana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalarn  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun
2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012
tentang  Pedoman  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1060);

1 1 . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN BANYUWANGI
dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSEN:

Menetapkan   :    PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PEMBINAAN  IDEOLOGI
PANCASILA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah daerah Kabupaten Banyuwangi.
2.   Bupati adalah Bupa.ti Banyuwangi.
3.   Pemerintah  Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur

penyelenggara   Pemerintahan   Daerah   yang   meminpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.   Dewan   Perwahilan   Rakyat   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat daerah
kabupaten Banyuwangi yang berkedudukari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.   Pemerintahan   Daerah   adalah   penyelenggaraan   urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip
otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan   Republik   Indonesia   sebagaimana   dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

6.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalaln penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
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7.   Urusan  Pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan  oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara
Pemerintahan    Daerah    untuk    melindungi,    melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8.   Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi
sosial politik, organisasi Pemuda dan/atau organisasi yang
berbadan hukum maupun non badan hukum.

9.   Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk
mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran
agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi
dirinya  untuk  merfuli]d  kekuatan  spiritual  keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

10. Pembinaan  Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat
PIP   adalah   segala   kegiatan   yang   dilakukan   secara
terencana, sistematis, dan telpadu yang bertujuan untuk
melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila
agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen
bangsa   di   segala   bidang   kefiidupan   bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegal.a.

11. Pendidikan        Formal        adalah        pendidikan       yang
diselenggarakan    di    sekolah-sekolah    dan    mempunyai
jenjang   pendidikan   yang   terdaftar   resmi,   mulal   dari
pendidikan    dasar,    dan    pendidikan    menengah    atau
sederajat.

12. Pendidikan  Nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar
pendidikan   formal   yang   dapat   dilaksanakan    secara
terstruktur dan beljenjang.

13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan   berbentuk   kegiatan   belajar   mandiri   yang
dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

14.Partisipasi    Masyarakat    adalah    peran    serta    warga
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya   dalam   penyelenggaraan   Pemerintahan
Daerah.

15. Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2
Prinsip utama penyelenggaraan PIP  yaitu:
a.   demokratis,  berkeadilan,  dan  tidak  diskriminatif dengan

menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,   budaya,   adat-
istiadat  atau  kearifan  lokal,  bhinneka  tunggal  ika,  dan
gotong royong;
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b.   sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan
yang berlangsung sepanjang hayat sesual perkembangan
kemajuan pembangunan masa ]dni dan yang akan datang;
dan

c.   sinergi,   integrasi,   kolaborasi,   dan  keterpaduan   antara
pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan
informal.

Pasal 3
Penyelenggaraan PIP bertujuan untuk:
a.   meningkatkan  dan  mengembangkan  penjiwaan  tentang

nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang
menjadi   landasan   teraktualisasinya   Pancasila   dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

b.   menanamkan Pancasila dalaln kehidupan berkewargaan;
c.   meningkatkan  kesadaran  berkonstitusi yang    berpegang

pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945;

d.   memilild   kesadaran   dan   semangat   persatuan   dalam
kebhinekaan;

e.   mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

f.    mewujudkan  kerukunan,   ketentraman  dan  kedamalan
dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4
Ruang   lingkup   pengaturan    dalam peraturan Daerah ini
mencakup:
a.   penyelenggaraan PIP;
b.   muatan materi PIP;
c.   partisipasi masyarakat;
d.   pembinaan dan pengawasan;
e.   kelja sama; dan
f.    pembiayaan.

BAB  11
PENYELENGCIARAAN PIP

Bagian Kesatu
Penyelenggaran

Pasal 5
Pemerintah        Daerah        memiliki        tanggung        j awab
menyelenggarakan PIP di daerah.

Pasal 6
( 1) Penyelenggaraan PIP   sebagainana dimaksud dalam

Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah lnelalui
perangkat  daerah  yang  Inenyelenggarakan   urusan
pemerintahan  di bidang:
a.  kesatuan bangsa dan politik;



r)

b.  pendidikan dan kebudayaan;
c.   pemuda dan olah raga;
d.   sekretariat DPRD
e.   informasi dan kolnunikasi;
f.    sumber daya manusia; dan ^
9.   pendidikan dan pelatihan.

(2)  Selaln  Peran9kat  Daerah    sebagaimana    dimaksud
pada    ayat    (1),    Perangkat    Daerah    lain    dapat
menyelenggarakan     PIP     sesuai     dengan     tugas
fungsinya;

{3)  Penyelenggaraan  kegiatan  PIP  oleh  Pemerintah  daerah
wmelibatkan Perguruan Tinggi.

(4)  Peran9kat    Daerah    melaksanakan    kegiatan    PIP
bekeH.asama dengan perguruan tinggi.

Pasal 7
(1)  Pemerintah     Daerah     dalam     menyelenggarakan     PIP

sebagalmana pasal 6  dapat melibatkan:
a.   pinpinan daerah;
b.   anggota DPRD;
c.   1embaga Pendidikan Formal dan Nonformal;
d.   perguruan tinggi;
e.   pemerintah desa;
f.    instansi dan/atau lembaga vertikal pemerintah;
9.   organisasi kemasyarakatari

(2)  Pelibatan pihak dalam penyelenggaraari PIP  sebagalmana
dimaksud   pada  ayat   (1)   dilaksanakan   sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan PIP
sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) berkoordinasi dengan
Perangkat    Daerah    yang    menyelenggarakan    urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dari politik.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8
Penyelenggaraan PIP   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ditujukan kepada:
a.   siswa, mahasiswa, dan;
b.   anggota organisasi poutik;
c.   anggota organisasi profesi;
d.   anggota organisasi kemasyarakatan;
e.    1embaga nirlaba;
f.    aparatur sipil negara;
9.   pendidik dan tenaga  kependidikan;
h.   tokoh  agalna, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
i.    pengurus dan anggota badan usaha balk yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum; dan
j.    masyarakat atau kelompok lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
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Pasal 9
PIP diselenggarakan melalui:
a.   pendidikan;
b.   sosialisasi; dan
c.   pelatihan.

Pasal 10
Penyelenggaraan    PIP    melalui    pendidikan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:
a.  pendidikan formal;
b.  pendidikan non formal; dan
c.  pendidikan informal.

PaLsal  1 1
Penyelenggaraan PIP melalui sosialisal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:
a.   serfunar;
b.   diskusi kelompok terpimpin;
c.   workshop; dan
d.   kegiatan lain yang mendukung penyelengaraan PIP.

Pasal 12
Penyelenggaraan PIP melalui pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui:
a.   bimbingan teknis;
b.   1okakarya;
c.   training oftrcrineT (Tort)., dan
d.   bentuk lain yang mendukung penyelengaraan PIP.

Pasal 13
Penyelenggaraan PIP melalui pendidikan forlnal sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
a.   kegiatan intrakurikuler;
b.   kegiatan kokurikuler;
c.   kegiatan ekstrakurikuler;  dan
d.   kegiatan non kurikuler.

Pasal 14

Penyelenggaraan      PIP     melalui      Pendidikan      Nonformal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan
antara lain melalui:
a.   kegiatan kebudayaan;
b.   kegiatan keserLian;
c.   kegiatan kepemudaan;
d.   kegiatan bermuatan nilai-nilai keagamaan; dan
e.   kegiatan lain yang mendukung penyelanggaraan PIP;

Pasal 15

(1)   Penyelenggaraan     PIP     melalui     Pendidikan     Informal
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  10  huruf  c  dapat
dilakukan   oleh   keluarga   dan/afau   lingkungan   sosial
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dengan berbasis buda.ya, adat istiadat atau kearifan lokal.
(2)  Pendidikan   Informal  sebagalmana  dimaksud   pada ayat

( 1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri
dengan pemahalnan dan penerapan pendidikan berbasis
budaya dan kearifan lokal.

Pasal 16
(1)  Peringatan hari lahir pancasila  setiap tanggal 1 Juni.
(2)  Bentuk   peringatan   hard   lahir   pancasila   sebagaimana

dimaksud pada a.yat ( 1) dilaksanakan dengan upacara.
(3)  Selain   bentuk   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   {2)

peringatan   Hari   I+ahir  Pancasila     dapat  dilaksanakan
dengan:
a. kegiatan olahraga;
b. kegiatan keilmuan;
c. kegiatan sosial;
d. kegiatan kebudayaan; dan
e. kegiatan lainnya.

(4)  Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan
lokal.

Pasal 17

(1)  Penyelenggaraan    PIP    dapat    memanfaatkan    teknologi
informasi dan komunikasi.

(2)  Pemanfaatan     te]mologi     informasi     dan     komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  antara lain melalui
format digital dan non digital.

(3)  Pemerintah    Daerah    memberikan    dukungan    sarana
prasarana      teknologi      informasi      dan      komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

( 1)  PIP mengutamakan pendekatan:
a.   partisipasi
b.   kesetaraan;
c.   kebenaran;
d.   keterbukaan;
e.   kesesuaian;
f.    gotong royong;
9.   pen8hormatan;
h.   toleransi;
i.    kreatifitas;
j.    akademik;  dan
k.   kearifan lokal.

(2)  Pendekatan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1)  sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan PIP .

Pasal 19

(1)  Pemerintah  Daerah  membentuk  tim  penyusun  pedoman
pelaksanaan PIP .

(2)  Pedoman  pelaksanaan  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat paling sedikit:



a.   sistem kurikulum;
b.   sistem modul;
c.   sistem  kajian;
d.   sistem penelitian;
e.   model pembelajaran;
f.    model materi;
9.   ta.ta tertib; dan
h.   monitoring dari evaluasi.

(3)  Sistem  kurikulum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf a  mengacu  pada  kerangka  dasar  kurikulum  dan
struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.

(4)  Tim penyusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
unsur :
a.  Pemerintah Daerah;
b.  perguruan tinggi; dan
c.  organisasi kemasyaratan.

(5)  Tim    penyusun    pedoman    pelaksanaan    sebagaimana
dimaksud pada a.yat (1),  ayat (2)  dan ayat (4)  ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

0
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MUATAN MATERI PIP

Pasal 20
(1)  Materi PIP meliputi:

a.    Pancasila;
b.   muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya,

adat-istiadat dan/ atau nilal kearifdri lokal.
(2)  Materi muatan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

meliputi:
a. Pancasila :

1.   Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
2.   Pokok-pokok pikiran pancasila;
3.   Kedudukan       Pancasila               dalaln       kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
4.   Demokrasi pancasila;
5.   Sistem ekonomi Pancasila; dan
6.   Pembagunan nasional yang berdasarkan Pancasila

b. muatan lokal :
1 . adat istiadat dan buda.ya;
2. Iagu-lagu daerah; dan
3. ekspresi  budaya  tradisional yang  tidak  bertentangan

dengan nilai Pancasila.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 2 1
(1)  Partisipasi masyarakat dalam PIP, meliputi:

a.   bexpartisipasi aktif dalam implementasi PIP; dan
b.   mendorong      mendukung      dan      menyukseskan

implementasi PIP.
C.
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Partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan
komunitas,    keluarga,        sosial,        kemasyarakatan,
keagamaan ,        dan / atau        bentuk                kegiatan
forlnal/nonformal  lainrmya  sesuai  dengan  ketentuan
p eraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Pemerintah      Daerah      bertanggung      jawab      dan
berkewajiban   memberikan    dukungan,    pengawasan,
penilalan   dan   evaluasi   atas   Partisipasi   Masyarakat
dalan PIP;
Penilaian    atas    Partisipasi    Masyarakat   dalam    PIP
sebagimana  dimaksud   ayat   (1)   dilksanakan   sebagai
bentuk    penghargaan    dan/atau    apresiasi    kepada
Masyarakat;
Penilaian    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
dilakukan   oleh   tim   independen   terdiri   dari   unsur
Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah.
Penilaian    terhadap    pelaksanaan    PIP    berdasarkan
kriteria:
a.   memberikan perubahan terhadap kondisi

lingkungan Masyal.akat; dan
b.   memberikan  manfaat  langsung  pada  Masyarakat

baik   yang    secara    sosial,    fungsional,    maupun
ekononds.

Ketentuan    dari    tata    cara    pelaksanaan    penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

BAIV
PEMBINAAN  DAN PENGAWASAN

Pasal 23
Bupati  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan PIP  di Daerah.
Pembinaari      dan      p engawasan      seb agaimana
dimaksud pada ayat (1) secara te]mis dilaksanakan
oleh   Peran9kat  Daerah  yang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesatuan  bangsa
dan politik;
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2) dalaln melaksanakan pembinaari dan pengawasan
berkoordinasi  dengan  Perangkat Daerah terkalt;
Hasil  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana
ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubenur;
Hasil pembinaali dan pengawasan sebagimana ayat
(1)     ditembuskan     kepada     kementrian     yang
membidangi  urusan  dalam  Negeri  dan  lembaga
pemerintahan yang menyelengarakan urusan PIP;
dan
Ketentu an       p elaksanaan       p embinaan       dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(3)

BAB  VI
KERJA SARI

Pasal 24
emerintah Daerah dapat melaksanakan kelja sama
enyelenggaraali    PIP    ]intas    lembaga/organisasi
3rkait di tin9kat daerah maupun dengan mitra dari

uar daerah.
elja  sama  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tara lain dengan:
lembaga        yang        menyelenggarakan        uru sam
pemerintahan di bidang PIP;
perguruan tinggi
organisasi kemasyarakatan ;
instansi/ 1embaga vertikal;
pemerintah daerah lainnya;

elja  sama  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
aksanakan  sesual  dengan  ketentuali  peraturan

Bus VII
PEMBIAYAN

Pasal 25
mbiayaan bagi penyelenggaraan PIP  bersumber dari
ggaranpendapatan  dan  Belanja  Daerah dan   dari

men

(1)

(2)

her      pembiayaan   lain   yang   sah   dan   tidak
8ikat-

BAB VIII
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 26
eraturan  Bupati  sebagai  pelaksanaan  dari  Peraturan
aerah ini ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam)
ulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
eraturan Bupati  sebagainana dimaksud  pada ayat  (1}
isusun  dari  diprakarsai  oleh  perangkat  daerah  yang
enyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik,
ekeH.a sama dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 27
ran   Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
kan.     Agar     setiap     orang     mengetahuinya,

meinerintahkan  pengundangan  Peraturan  Daerah  ini

::i=¥ penempatannya  dalam    Lembaran    Daerah
aten Banyuwangi.
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Diundangkan di
pada tanggal ....

uwan81

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAII

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal ....................

BUPATI BANYUWANGI

ttd

BArmwANGI,

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN .... NOMOR .....
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PERATURAN DAB

I.  UMUM

PENJELASAN ATAS
RABUPATEN BANYUWANGI NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
IDEOLOGI PANCASILA

:ee::::a==aps;:e:i¥an=n=ia:yl::og:eh:ar:;:ai:i::=:eat::¥ckii::1Wsaefuu::
diintemalisasikan |di  setiap  warga  negara.  Nilai-nilal  yang  terkandung  di
dalan   setiap
terintegrasi,  hirasr::

1

-Sila   Pancasila   merupakan    suatu    kesatuan   yang
s,  dan  sistematis  serta  tidak  bersifat  sporadis  apalagi

=::]i=dtikkis[:uancsaes[flaabnsyeab'agpar¥c:tapheunfni(:eecgh¥saide(eT;anf:ud::gigd±:¥£=:I
nilal luhur bud
terbentuhaya n:eygafaand8as=

:I::I:_::::

sa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum
bangsa Indonesia pada dasamya terdapat secaraI,I

:=sr:a:al:Sa::gi:e:Ei::sl::al===::ou::al::::gi|Si::::e:sl:;n:1=-n::i:1==
Menjadikan casila  ,  UUDNRI  Tahun   1945  sebagai  idiologi  dan

standar  nilai  etik| moral  pembangunan  daerah  merupakan  perwujudan
Pancasila  selaku
hukum.  Sayan
teriadinya praktek benyalahgunaan kekuasaaan dan praktek korupsi legislasi
dan  kebijakan.   ndinimnya  kesadaran  nasionalisme,   dan  spirit  Bhineka
Tunggal  Ika  serta
faktor penghamba
makin terkikisnya
hedonis yang j
perilaku   tuna

[al=¥n¥i'sips=s€o=ogg=_e±];d=',=eesnagiard¥k;s]Fk=Cft=-ac:=.1

:::-i:-:=

danya pengaruh ideologi transnasional,  turut menjadi
:eljalinnya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi
Lilai-nilai  buda.ya,  dan  kearifan  lokal  serta gaya hidup
lari nilai- nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan

susFla, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal
atau generasi muda pemilik masa depan.

bancasila    ul

FaEu:
segala  sumber
negara harus dij

berkedudukan  sebagai  dasar  negara,  sumber  dari
negara,  £alsafah  bangsa  dan  norma  fundamental
dasar/landasan, arab orientasi dari tujuan negara,

i:::::¥ii:::;:EE:I::j¥::iiidi¥¥:sJe:i:::::;?::::h|::::t
=::din:.a=er:eeb:ri:fl=Cdai±±:::::an;e:udiTdbke=P;ni::¥duaankanmde=ja:=

hfls=bgii
11

Pancasila
berahibat
nilai-nilai luhur
balk, akan meng€

kolektif  an
mengamalkan

kurikulum  wajib  dilingkungan  Pendidikan.  Sehingga
memori kolekeif anak-anak kita terhadap sejarah dan
dikandung oleh Pancasila . Melalui penguatan PIP yang

alikan memori.
didik  kita  untuk  memahami  dan  lebih  lanjut  dapat
-nilai    Pancasila       dimaksud.    Selain   hal    tersebut
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•,I

mendiskursuskan
akan   dapat   me
kebijakan   dan   ti

embali  tentang Pancasila   dan wawasan   kebangsaan
antu   memberikan   verifikasi,   apakah   suatu   produk
dakan   telah   mencerminkan   nilai-nilai   luhur   yang

terkang[:=g£=e=a[±et[:T:[sj[ai=n:::Tapea::=:ahu:te:=md?flaksanakansecara

menyeluruh, terenoana, sistematis, masif, dan terpadu sebagai bagian dari
upaya   menanamk
bemegara, memup
dan   kesatuan   b
modemisasi, dan

budaya   kewargaan,    kesadaran    berbangsa   dan
jiwa nasionalisme,  mengembangkan sikap persatuan
sa   ditengah   pengaruh    negatif   arus    8lobalisasi,
ogi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila

;¥:::d|a:t::te=#iiijs:a=dalfE:in:en:s:am:i:::1:a±P:iia-:n::ca:al:=U::i:i:
Jiqunu±a=n:±edn¥=ck|:olehf°k=ealn'any:°dni°=:e=£uapthu=s¥::=grqudadn±Suepma;:

dimaksud, maka d perlukan suatu produk hukum daerah yang  memastikan
dan  menjamin  Pe  didikan  Pancasila tersebut dapatjalankan, yaitu dengan
ditetapkannya  P
diharapkan   clap
Penyelenggaraan

::aJ_:i:
uran  Daerah  tentang  PIP  .  Peraturan  Daerah  ini
enjadi   dasar   dan   sekaligus   pengarah   bagaimana

PIP tersebut

II.PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukupjelas.

Pasal 6
Ayat ( 1 )

Cukupje[as.
Ayat (2)

dijalankan.

¥=e:£±#:umde:;:L8e=g::e±anan8kf:tn:sale:atahuL:isa±alp¥m::rnan±k=t
daerah d

Pasal 7
Ayat ( 1 )

Huruf a

bidang selain yang disebutkan pada ayat (1).

daerah adalah kepala lembaga di daerah seperti

gig+oahF:'i=:t±oam=PdR:'D¥se#aM£:t::,a£=alaNKee:.e=:aK=?ala

plprpinan

Huruf b
jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.

Hu-fguLpie|as.

Huruf e   I
Cukup jelas.

Huruf¥fJg d±maksud  dengan  ¢instansi/|embaga vertikal"  adalah

1pe!:aga    nasional    seperti    Badan    Pembinaan    ldeologi

HumfLEF¥ap:ee=oL+sR±p;:::::[±;:,e¥L:SeL:ne:teTn=oneds=,adfa=

Ayat(2dukupJe|as

drat (3)

il{an Forlnal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar,

Cukup i
Pasal 8

Cukupjelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Huruf a
Pendid

iJE±

geenndeL±danNopnefrogrrmmalan;=:°]=Ls::e8ngrg:=e±eiaJatoLehLembaga
Huruf b

:::::±Pe=:o=t='L:=dbi8ap:::Lcd=Swpaasdfaakebutuhan
Huruf c

masyar
a-danya
pengin[
lokal.

Pasal 1 1
Huruf a

Cukupj
Huruf b

Kegiatal
Huruf c

sosi

dari   menyesuaikan   karakteristik   daerah   dengan
ermasalahan     intoleran     yarig     muncul     melalui
siam pemanfaatan budaya, adat- istiadat atau kearifan

las.

yang bersifat fioru;in gnp discthorL.

:fil:
materi tentang Pancasila   balk di luar ruangan  atau  di  dalam
ruangaL dalam bentuk ceramah, seminar, disfusi, tanya jawab,
penatar±n,  diskusi   texpumpun.    Bentuk   kegiatan antara lain
seperti Sosialisasi Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal lka, kemah
keban

i/  seminar/ workshop merupakan cara menyampaikan

aan, perkembahan atau jambore sekolah/keluarga.
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Hurufd
Cukup

Huruf e
Yang dim sud dengan "kegiatan lain" adalah:
1.iee¥:tFs:=:t±Pa¥SD=R¥Danm=i:¥any=:L=hs::imafi?s¥s:::::#a

2.Pkaedg:a#iat:=yraesoe]:±

tL

reses para anggota DPRD;dan
pemerintah daerah berupa dari Kegiatan

ber;i£Jt   nonf`ormal   s-eperti   lomba,   festival, t pawai,   p=rade,
kegia

Pasal 12
Cukup jela

Pasal 13
Huruf a

Yang dj
utana

semi dan budaya yang berwawasan Pancasila

d dengan "kegiatan intrakurikuler" adalah kegiatan

iersekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi
¥.:J¥u.yingtelahditentukandalamstrukturprogram.Kegiatanini.                                                    1,1,1         ,      1dilakukal
hari.

Huruf b
Yang

guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap

dengan  "kegiatan  kokurikuler"  adalah  kegiatan
yang minguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke

.1L,  tempat  bersejarah,  atau  tempat  yang  memiliki  nilai
lainnya.edukasi

Huruf c
Yang  di dengan  "kegiatan  kokurikuler"  adalah  kegiatan
yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke

edukasi
Huruf d

Yang di:
yang di]

Pasal 14

.,  tempat  bersejarah,  atau  tempat  yang  memiliki  nilai
lainnya.

dengan "kegiatari non kurikuler" adalah kegiatan
an oleh sekolah bagi para siswa- siswinya. Salah

::::=¥ai::nut::nhy=Pdee=::au=a::nadide:d=raks=ti::e:±S:::i
Cukup jel

Pasal 15
Cukupjel

Pasal 16
Cufup jel

Pasal 17
Cukup je

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

HumfGiukupje|as.
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Huruf
ukup jelas.

Humftukupjelas.

Huruf€ukupjelas.
dukup jelas.

Huruf8ukupjelas.

fq:

i

Huru
Hreativitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan
honklasikal.  Kegiatan  nonklasikal  dapat  memanfaatkan

Hurmftjuhafu°:°j:L=sformas1

Huruf

Ayat(2i=::.:::::

Pasal 19
Cukup jel

Pasal 20
Ayat ( 1)

Cukup
Ayat (2)

Huru

Huru

gkal
Muatan   materi   antara   lain   mengenai   sejarah
lahimya Pancasila  yang bersumber dari himpunan
risalah   sidang-sidang   Badan   Penyelidik   Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ,
risalah        sidang-sidang        Panitia       Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , risalah penyusunan
Piagam  Jakarta  22  Juni  1945,  dan  Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

S.

An8ka 2
Cukup jelas.

Am8ka 3
Cukup jelas.

Jin8ka 4
Cukup jelas.

An8ka 5
AIualisasi Pancasila ,       prakteknya       dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

An8ka 1
Cukup jelas.
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Pasal 2 1
Cukup

Pasal 22
Cukup jells.

pasal2c3ukupjells.

Pasal 24
ayat ( 1 )

Cu
ayat (2)

ayat (3)

Pasal 25

gka2
Cukup jelas.

8ka3
Cukupjelas.

p jelas

u'f

:uruf

Pemerintah   daerah    dalam   hal   ini   dinas   yang
membidangi  pendidikan  menunjuk  tenaga  pengajar
pada   lembaga   pendidikan    di   lingkungan   dinas
pendidikan

HULf:ukupjelas
Organisasi  kemasyarakatan  di  bidang  kepemudaan,
keagamaan, sosial, adat dan kebudayaan.
d

HuiufceukupJe|as.
Cukup jelas.

Cu up Jelas

cukup j elals
Pasal 26

Cukup jel
Pasal 27

Cukup jel

TAMBAHAN LEMB RAN DAERAII       KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR...


